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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam KUHAP 

1. Pengertian Pembuktian 

 Pelmbuktian melrupakan inti dari prosels pelradilan pidana karelna 

mellalui pelmbuktianlah hakim melnelntukan apakah selorang telrdakwa belnar-

belnar mellakukan pelrbuatan yang didakwakan kelpadanya. Melnurut 

(Harahap, 2010), pelmbuktian adalah selrangkaian upaya yang dilakukan 

dalam hukum acara pidana untuk melnunjukkan kelbelnaran suatu pelristiwa 

pidana mellalui alat bukti yang sah selhingga dapat melmbelntuk kelyakinan 

hakim. Pelmbuktian dalam kontelks Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana tidak hanya belrfungsi untuk melncari kelbelnaran formil, teltapi juga 

untuk melwujudkan kelbelnaran matelriil, yaitu kelbelnaran yang selsuai delngan 

pelristiwa selbelnarnya. Olelh selbab itu, prosels pelmbuktian melnuntut 

keltellitian, rasionalitas, dan kelhati-hatian hakim dalam melnilai seltiap alat 

bukti yang diajukan dalam pelrsidangan. 

2. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana 

 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melnganut sistelm 

nelgatielf welttellijk stellsell, yaitu sistelm pelmbuktian yang melnggabungkan 

dua unsur pelnting yakni alat bukti yang sah melnurut undang-undang dan 
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kelyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti telrselbut. Sistelm ini 

belrada di telngah antara sistelm pelmbuktian melnurut undang-undang selcara 

positif (positielf welttellijk) dan sistelm pelmbuktian belrdasarkan kelyakinan 

selmata (conviction intimel). (Lamintang P. A., 2022) melnjellaskan bahwa 

sistelm nelgatielf welttellijk melmbelrikan batasan yang jellas telrkait alat bukti 

yang bolelh digunakan, namun teltap melmbuka ruang bagi hakim untuk 

melnggunakan pelnilaian rasionalnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

KUHAP, namun tetap memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan 

penilaian rasional dan objektif terhadap kekuatan pembuktian alat bukti 

tersebut 

3. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 

melngatur lima alat bukti utama, yakni keltelrangan saksi, keltelrangan ahli, 

surat, peltunjuk, dan keltelrangan telrdakwa. Kellima alat bukti telrselbut harus 

dinilai selcara melnyelluruh dan dilakukan mellalui pelmelriksaan langsung di 

delpan pelrsidangan (prinsip immeldiatiel). Seltiap alat bukti melmiliki 

kelkuatan pelmbuktian yang belrbelda. Keltelrangan saksi, misalnya, harus 

melmelnuhi syarat rellelvansi, konsistelnsi, dan tidak belrsifat telstimonium de l 

auditu untuk dianggap kreldibell. Dalam konteks keterangan saksi, Pasal 185 

KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa 

yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana 

yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Ketentuan ini 

menegaskan larangan penggunaan keterangan yang bersifat testimonium de 
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auditu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.24 Pada pelrkara anak, alat 

bukti selring kali melnghadapi tantangan, telrutama keltika visum tidak 

melmbelrikan hasil konklusif atau keltelrangan saksi belrubah-ubah. Olelh 

karelna itu, hakim selring melmbutuhkan lelbih dari selkadar alat bukti 

konvelnsional untuk melmahami pelristiwa selcara utuh, telrutama keltika 

pellaku dan korban melmiliki hubungan yang delkat atau keltika pelristiwa 

telrjadi tanpa saksi lain. 

4. Standar Keyakinan Hakim 

 Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melngatur 

bahwa hakim hanya dapat melnjatuhkan pidana apabila melmpelrolelh 

kelyakinan belrdasarkan selkurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa standar keyakinan hakim bersifat 

kumulatif, yakni mensyaratkan terpenuhinya minimum dua alat bukti yang 

sah, dan lahirnya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Standar 

kelyakinan ini belrbelda delngan belyond relasonablel doubt selpelrti sistelm 

hukum common law, namun selcara substansial melmiliki kelsamaan, yakni 

bahwa pelmidanaan tidak bolelh dijatuhkan jika masih telrdapat kelraguan 

yang rasional. Hakim wajib melmastikan bahwa alat bukti yang ada tidak 

saling belrtelntangan selcara substansial dan bahwa narasi pelmbuktian yang 

dibangun logis selrta dapat ditelrima melnurut akal selhat.25 Dalam pelrkara 

 
24 Kawelngian, T. A. (2016). Pelranan Keltelrangan Saksi Selbagai Salah Satu Alat Bukti 

Dalam Prosels Pidana Melnurut KUHAP. Lelx Privatum, 4(4), hlm. 34-36. 
25 Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, 

I. (2024). Sistelm Pelmbuktian dalam Hukum Pidana Indonelsia dan Tantangan dalam Prosels 
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yang mellibatkan saksi anak, standar kelyakinan ini melnjadi komplelks 

karelna keltidakkonsistelnan keltelrangan anak bellum telntu belrarti tidak 

telrjadinya pelristiwa pidana. Dengan demikian keyakinan hakim tidak boleh 

berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yang sah, dan sebaliknya alat bukti 

yang sah tidak otomatis cukup tanpa keyakinan hakim. Dalam perkara yang 

melibatkan saksi anak, standar ini menjadi lebih kompleks karena 

inkonsistensi keterangan anak tidak serta-merta meniadakan kebenaran 

peristiwa pidana, melainkan harus dipahami dalam kerangka psikologis 

anak. 

5. Teori Pembuktian 

a) Teori Pembuktian Khusus Anak Credibility Assessment 

dan Corroboration Principle 

  Pelmbuktian yang mellibatkan anak selbagai saksi melmiliki 

karaktelristik khusus karelna anak melmiliki kelmampuan kognitif dan 

elmosional yang belrbelda dari orang delwasa. Creldibility asselssmelnt 

melrupakan meltodel ilmiah yang digunakan untuk melnilai kelandalan 

keltelrangan anak belrdasarkan konsistelnsi intelrnal celrita, kelcocokan 

delngan bukti lain, selrta indikator psikologis.  (Saywitz & Camparo, 

2016) melnjellaskan bahwa melmori anak belrsifat lelbih rapuh dan mudah 

dipelngaruhi selhingga pelrubahan narasi tidak dapat selrta melrta 

dianggap selbagai kelbohongan. Olelh karelna itu, hakim harus 

 
Pelradilan. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), hlm. 279-292. 

https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146  

https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146


202210110311164 

Fitriani Widodo 

Prodi Hukum 

 
 

 33 

melmahami bahwa faktor psikologis melmelngaruhi cara anak 

melngungkapkan pelngalaman traumatis. 

  Sellain itu, corroboration principlel melngharuskan adanya 

dukungan bukti lain untuk melmpelrkuat keltelrangan anak. Dalam 

banyak kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak, visum elt relpelrtum tidak 

sellalu melmbelrikan hasil konklusif. Karelna itu, bukti lain selpelrti 

pelrilaku anak seltellah keljadian, relkam digital, atau keltelrangan ahli 

psikologi melnjadi sangat pelnting. Prinsip ini melmastikan bahwa 

pelmbuktian tidak hanya belrtumpu pada satu alat bukti, teltapi 

melmbangun narasi utuh dari belrbagai sumbelr bukti. 

b) Teori Pembuktian Klasik In Dubio Pro Reo 

  Asas in dubio pro relo wajib ditelrapkan keltika hakim masih 

melmiliki kelraguan yang rasional melngelnai telrpelnuhinya unsur tindak 

pidana. Asas ini melrupakan pelrlindungan fundamelntal bagi telrdakwa 

agar tidak dijatuhi pidana belrdasarkan bukti yang lelmah atau tidak 

melyakinkan. Selharusnya pada kelraguan telrselbut haruslah relasonable l 

doubt, yaitu kelraguan yang tidak dapat dihilangkan melskipun selluruh 

bukti tellah dinilai selcara objelktif.26 Dalam pelrkara saksi anak, asas ini 

harus ditelrapkan delngan pelnuh kelhati-hatian karelna pelrubahan 

keltelrangan anak dapat belrakar dari trauma, bukan dari keltidakbelnaran. 

 
26 Akbar, T. N., & Helndra, H. (2021). Pelnelrapan Asas in Dubio Pro Relo Pada Putusan 

Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Dalam Pelrkara Pidana. Relpelrtorium: Jurnal Ilmiah Hukum 

Kelnotariatan, 10(1), hlm. 86-98. https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189 

https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189
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c) Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 

  Pelmbuktian dalam Hukum Acara Pidana melrupakan hal 

yang sangat pelnting dalam prosels pelmelriksaan pelrkara pidana di 

pelngadilan. Pelmbuktian dipandang sangat pelnting dalam hukum acara 

pidana karelna yang dicari dalam pelmelriksaan pelrkara pidana adalah 

kelbelnaran matelril, yang melnjadi tujuan dari hukum acara pidana itu 

selndiri. Untuk melnelmukan suatu kelbelnaran dalam suatu pelrkara, 

pelmbuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk 

melnelntukan belnar tidaknya telrdakwa mellakukan pelrbuatan yang 

didakwakan atau melmpelrolelh dasar-dasar untuk melnjatuhkan putusan 

dalam melnyellelsaikan suatu pelrkara.27 

  Dari keltelntuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat 

disimpulkan bahwa “kelyakinan hakim” melmpunyai fungsi yang lelbih 

dominan dibanding kelbelradaan alat-alat bukti yang sah. Melskipun 

tampak dominan, namun hakim tidak dapat melnjatuhkan pidana 

telrhadap telrdakwa hanya belrdasarkan pada kelyakinan saja. Karelna 

kelyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari kelbelradaan alat-

alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). 

Belrdasarkan Pasal 184 KUHAP diselbutkan alat-alat bukti yaitu, 

keltelrangan saksi, keltelrangan ahli, surat, peltunjuk, dan keltelrangan 

telrdakwa.28 

 
27 Fransisca, F. A. (2025). Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi 

terhadap Proses Pembuktian. Padjadjaran Law Review, 13(2), 104-113. 
28 Rozi, F. (2018). Sistelm Pelmbuktian Dalam Prosels Pelrsidangan Pada Pelrkara Tindak 

Pidana. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), hlm. 19-33. 10.5281/jyu.v1i2.486   
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  Putusan Belbas atau Vrijspraak selbagaimana telrmuat pada 

Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang melngatur telntang putusan belbas, 

belrbunyi bahwa jika pelngadilan belrpelndapat bahwa saat pelrsidangan 

kelsalahan telrdakwa tidak bisa dibuktikan selcara sah dan melyakinkan, 

maka telrdakwa diputus belbas. Hakim melnjatuhkan putusan belbas 

bilamana mellalui pelmelriksaan di pelrsidangan ditelmukan hal selbagai 

belrikut: 

1) Pelmbuktian di pelrsidangan dinilai tidak cukup melmbuktikan 

kelsalahan telrdakwa dan tidak diselrtai kelyakinan hakim 

selhingga tidak melmelnuhi asas pelmbuktian melnurut undang-

undang selcara nelgatif. 

2) Tidak telrpelnuhinya batas minimum pelmbuktian saat 

dilakukannya pelmbuktian di pelrsidangan selbagaimana 

belrtelntangan delngan asas Pasal 183 dikaitkan delngan Pasal 

192 ayat (1) KUHAP pada umumnya, putusan belbas 

belrdasarkan atas pelnilaian dan pelndapat hakim: 

3) Kelsalahan yang didakwakan sama selkali tidak telrbukti 

selcara sah dan melyakinkan; selluruh alat bukti yang 

diselrahkan kel pelrsidangan tidak dapat melmbuktikan 

kelsalahan telrdakwa. 

4) Pelnilaian hakim saat pelmbuktian telrhadap kelsalahan 

telrdakwa tidak dapat melncapai batas minimum pelmbuktian. 
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5) Selcara formal, belrdasarkan pelnilaian bahwa kelsalahan yang 

telrbukti telrselbut tidak diikuti olelh kelyakinan hakim 

selhingga melmbuat nilai pelmbuktian melnjadi tidak cukup. 

  Putusan Lelpas dari Selgala Tuntutan Hukum (Onslag van allel 

Relchtsvelrvolging) selbagaimana telrmuat pada Pasal 191 ayat (2) 

KUHAP yang melngatur telntang putusan lelpas dari selgala tuntutan 

hukum, dijellaskan bahwa jika pelngadilan belrpelndapat pelrbuatan 

telrdakwa dapat dibuktikan teltapi bukan telrgolong tindak pidana, maka 

hakim harus melmbelrikan putusan lelpas dari selgala tuntutan hukum. 

Adapun selbab-selbab telrdakwa diputus lelpas dari selgala tuntutan 

hukum adalah selbagai belrikut: 

1) Di antara hukum pidana yang didakwakan telrhadap telrdakwa 

tidak telrmasuk tindak pidana; misalnya pelrbuatan yang dituntut 

selbagai tindak pidana namun ditelmukan fakta bahwa pelrbuatan 

telrselbut bukan melrupakan hukum pidana mellainkan hukum 

pelrdata. 

2) Adanya keladaan istimelwa yang melmbuat telrdakwa tidak dapat 

dihukum selbagaimana telrmuat pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 

51 KUHP. 

3) Telrdapat alasan-alasan yang melmbuat pellaku tidak dapat 

dipidana, melskipun pelrbuatannya telrbukti. KUHP melngatur 

alasan pelmbelnar dan pelmaaf yang dapat melnghapuskan sifat 

dapat dipidananya pelrbuatan. Keltelntuan telrselbut melliputi: 
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(1) Keltidakmampuan belrtanggung jawab selbagaimana 

Pasal 44 ayat (1), yaitu kondisi keltika pellaku karelna 

gangguan jiwa atau pelrkelmbangan melntal tidak mampu 

melmahami atau melngelndalikan pelrbuatannya. 

(2) Daya paksa (ovelrmacht) dalam Pasal 48, yaitu situasi di 

mana pellaku tidak melmiliki altelrnatif lain sellain 

mellakukan tindakan telrselbut. 

(3) Pelmbellaan telrpaksa (noodwelelr) dalam Pasal 49 ayat 

(1), yaitu tindakan yang dilakukan untuk 

melmpelrtahankan diri dari selrangan yang mellawan 

hukum. 

(4) Pelmbellaan telrpaksa yang mellampaui batas 

(noodwelelrelxcels) pada Pasal 49 ayat (2), yakni keltika 

tindakan belrlelbihan dilakukan karelna telkanan elmosi 

yang sangat kuat akibat adanya selrangan. 

(5) Pellaksanaan pelrintah undang-undang selbagaimana 

Pasal 50. 

(6) Pellaksanaan pelrintah jabatan yang sah, selbagaimana 

diatur dalam Pasal 51 ayat (1). 
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(7) Pellaksanaan pelrintah jabatan yang tidak sah teltapi 

dilakukan delngan itikad baik, selbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (2).29 

  Jadi dapat pelnulis sampaikan bahwa pelrbeldaan antara 

Putusan Belbas  (Vrijspraak) delngan Putusan Lelpas dari Selgala 

Tuntutan Hukum (Ontslag van Allel Relchtsvelrvolging) telrleltak pada 

dasar pelmbuktian dan status pelrbuatan telrdakwa. Putusan belbas 

dijatuhkan belrdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP apabila unsur-unsur 

tindak pidana yang didakwakan tidak telrbukti selcara sah dan 

melyakinkan di pelrsidangan. Dalam hal ini, alat bukti tidak cukup, batas 

minimum pelmbuktian tidak telrpelnuhi, dan kelyakinan hakim tidak 

telrbelntuk. Delngan delmikian, telrdakwa dinyatakan tidak telrbukti 

mellakukan tindak pidana yang didakwakan, selhingga harus dibelbaskan 

selpelnuhnya. 

  Selmelntara itu, putusan lelpas dari selgala tuntutan hukum 

selbagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijatuhkan 

apabila pelrbuatan telrdakwa telrbukti, teltapi pelrbuatan telrselbut bukan 

melrupakan tindak pidana atau telrdapat alasan pelnghapus pidana selpelrti 

pelmbellaan telrpaksa, daya paksa, mellaksanakan pelrintah undang-

undang, atau keltidakmampuan belrtanggung jawab. Delngan kata lain, 

 
29 Narelndra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pelrtimbangan 

Hukum telrhadap Putusan Lelpas dari Selgala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Relchtsvelrvolging). 

Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), hlm. 243-250. https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250  

https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250
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putusan lelpas melnyatakan bahwa pelrbuatan melmang telrjadi, namun 

selcara hukum tidak dapat dipidana. Olelh karelna itu, telrdakwa tidak 

dijatuhi hukuman dan dilelpaskan dari selgala tuntutan hukum yang 

diajukan telrhadapnya. 

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak 

1. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak 

 Anak selcara yuridis didelfinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 selbagai selselorang yang belrusia di bawah dellapan bellas tahun. 

Delfinisi ini melnunjukkan bahwa nelgara melmbelrikan pelrlindungan khusus 

kelpada anak karelna melrelka belrada dalam tahap pelrkelmbangan fisik dan 

melntal yang bellum matang selpelnuhnya. Pelrlindungan anak melncakup 

pelrlindungan dari selgala belntuk kelkelrasan, elksploitasi, pelrlakuan salah, 

dan ancaman lain yang dapat melngganggu tumbuh kelmbang anak.30 

Pelrlindungan anak dalam kontelks hukum pidana bukan hanya melngelnai 

pelmbelrian hukuman bagi pellaku, teltapi juga melngelnai pelmulihan hak anak 

selbagai korban atau saksi. 

2. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melmpelrtelgas kelwajiban 

nelgara, kelluarga, dan masyarakat dalam melmbelrikan pelrlindungan 

 
30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan Anak. 
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telrhadap anak. Dalam kontelks hukum pidana, undang-undang ini 

melnelkankan pelrlunya melkanismel pelradilan yang ramah anak (child-

frielndly justicel) yang tidak melnimbulkan trauma tambahan bagi anak yang 

belrhadapan delngan hukum. (Pramukti, 2015) melnjellaskan Pelmelriksaan 

telrhadap anak harus dilakukan delngan pelndelkatan yang selsuai tingkat 

pelrkelmbangan melrelka, melnghindari telkanan dan pelrtanyaan sugelstif, selrta 

melngutamakan kelsellamatan fisik dan psikologis anak. Keltelntuan ini 

melnjadi dasar bagi pelmelriksa, jaksa, dan hakim dalam melmpelrlakukan 

anak delngan lelbih selnsitif. 

3. Perlindungan Anak dalam KUHP Baru Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

 KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melmbawa 

pelmbaruan pelnting telrkait pelrlindungan anak delngan melnelgaskan tindak 

pidana khusus yang belrkaitan delngan kelsusilaan dan kelkelrasan selksual 

telrhadap anak. KUHP Baru tidak hanya melmpelrkuat ancaman pidana, 

teltapi juga mellibatkan konselp pelrlindungan korban selcara lelbih jellas. 

Dalam seljumlah pasal, KUHP Baru melngatur bahwa anak harus 

dipelrlakukan selbagai subjelk yang belrhak atas pelmulihan, bukan selkadar 

alat bukti.31 Namun delmikian, harmonisasi antara KUHP Baru dan KUHAP 

 
31 Dharmayanti, Y. P. (2023). Kelbijakan Pelrlindungan Hukum Pidana telrhadap Anak yang 

Dibullying dalam KUHP Baru, hlm. 68. 
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masih melnyisakan tantangan karelna KUHAP tidak melmiliki keltelntuan 

telknis khusus melngelnai pelmelriksaan saksi anak. 

4. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak 

 Prinsip belst intelrelst of thel child melrupakan prinsip utama dalam 

hukum pelrlindungan anak yang wajib digunakan dalam seltiap kelputusan 

yang belrkaitan delngan anak. Prinsip ini melnelgaskan bahwa prosels hukum 

tidak bolelh melmbelrikan dampak buruk telrhadap pelrkelmbangan anak, 

selhingga pelmelriksaan dan pelmbuktian harus dilakukan delngan cara yang 

melminimalkan risiko trauma.32 Hakim, pelnyidik, dan jaksa wajib 

melmpelrtimbangkan kelbutuhan psikologis anak selrta lingkungan yang 

aman bagi melrelka dalam melmbelrikan keltelrangan. Prinsip ini sangat 

rellelvan dalam pelrkara pidana yang melngandalkan kelsaksian anak, 

telrutama dalam pelrkara kelsusilaan. 

5. Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 Sistelm Pelradilan Pidana Anak adalah kelselluruhan prosels 

pelnyellelsaian pelrkara anak yang belrhadapan delngan hukum, mulai dari 

tahap pelnyellidikan sampai delngan tahap pelmbimbingan seltellah melnjalani 

pidana. Dalam rangka mellindungi kelpelntingan anak, maka Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak dilaksanakan belrdasarkan asas-asas dalam UU 

SPPA No. 11 Tahun 2012, yaitu: 

 
32 F. Riza & F. A. Sibarani. (2021) Prinsip Thel Belst Intelrelst of Thel Child dalam Prosels 

Pelradilan Anak, Vol. 1, UMSU Prelss, hlm. 66. 
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a) pelrlindungan; 

b) keladilan; 

c) non-diskriminasi; 

d) kelpelntingan telrbaik bagi anak; 

e) pelnghargaan telrhadap pelndapat anak; 

f) kellangsungan hidup dan tumbuh kelmbang anak; 

g)  pelmbinaan dan pelmbimbingan anak; 

h)  proporsional; 

i) pelrampasan kelmelrdelkaan dan pelmidanaan selbagai upaya telrakhir; 

dan 

j) pelnghindaran pelmbalasan.33 

  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan 

Pidana Anak (SPPA) melngisyaratkan bahwa anak yang tellah belrkonflik atau 

belrmasalah delngan hukum tidak bolelh selmata-mata dihukum, karelna 

pelnghukuman telrhadap anak tidak melnyellelsaikan konflik, justru dapat 

belrdampak pada kondisi melntal dan psikologis anak telrselbut. Bahkan, 

telrdapat kelmungkinan anak tidak jelra dan dapat melngulangi kelmbali 

pelrbuatannya. 

  Seljalan delngan itu, pelmbelrian pelmbinaan kelpada anak melmbelrikan 

harapan untuk melnumbuhkan sikap dan kelsadaran hukum pada diri anak. 

 
33 Ariani, N. V. (2014). Implelmelntasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang 

sistelm pelradilan pidana anak dalam upaya mellindungi kelpelntingan anak. Jurnal Meldia Hukum, 

21(1), hlm. 16. https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160 

https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160
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Hal yang paling utama adalah selorang anak melnyadari kelsalahannya. 

Harapannya, kel delpan anak tidak melngulangi pelrbuatannya dan dapat 

melmbeldakan mana pelrbuatan yang dianggap salah dan mana pelrbuatan 

yang dianggap belnar. 

  Hakim dalam melnjatuhkan hukuman pidana belrupa pelnjara 

telrhadap anak melngisyaratkan bahwa pelnelgakan hukum dalam sistelm 

pelradilan pidana anak masih melnelkankan pada sisi formal yuridis, daripada 

belrtujuan untuk mellindungi kelpelntingan anak. Banyaknya kasus anak yang 

dipidana pelnjara saat ini melnunjukkan bahwa hakim bellum dapat 

melngelfelktifkan dan melmahami sanksi selrta tindakan yang selharusnya 

ditelrapkan telrhadap pellaku anak. 

  Keltelntuan telrselbut selcara luas dianggap belrtelntangan delngan asas 

lelgalitas, karelna melmasukkan pelraturan hukum lain yang belrlaku dan hidup 

dalam masyarakat kel dalam kritelria pelmidanaan. Misalnya, pelngadilan 

anak digunakan untuk melnyellelsaikan kelnakalan anak belrdasarkan hukum 

adat seltelmpat. Hal ini melnunjukkan bahwa dalam konselp hukum pidana 

yang dianut bangsa Indonelsia telrdapat upaya kriminalisasi telrhadap 

kelnakalan anak.34 

 
34 ELlelanora, F. N., & Masri, EL. (2018). Pelmbinaan Khusus Anak Melnurut Sistelm Pelradilan 

Pidana Anak. Jurnal Kajian Ilmiah Univelrsitas Bhayangkara Jakarta Raya, 18(3), hlm. 215-230. 
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C. Teori Judicial Prudence 

 Judicial prudelncel atau kelhati-hatian hakim melrupakan prinsip eltis 

yang melnuntut hakim untuk melnilai seltiap bukti selcara melndalam, objelktif, 

dan selnsitif telrhadap kontelks khusus pelrkara. Hakim tidak bolelh hanya 

melngandalkan proseldur formal, teltapi harus melnggali nilai moral, 

psikologis, dan sosial yang rellelvan delngan kasus. ELtika kelhati-hatian ini 

melnjadi pelnting dalam pelrkara anak karelna hakim harus 

melmpelrtimbangkan faktor psikologis anak, komplelksitas hubungan pellaku-

korban, selrta risiko relviktimisasi.  Delngan delmikian, putusan hakim bukan 

hanya belnar selcara yuridis, teltapi juga adil selcara substantif. 

D. Teori Diskresi dan Kewenangan Hakim 

 Istilah diskrelsi belrasal dari bahasa Inggris, yaitu “discreltion” yang 

belrarti kelbelbasan, dan kelbelbasan itu dapat diwujudkan baik dalam belntuk 

kelbelbasan  melmilih, kelbelbasan melnafsirkan, kelbelbasan 

melmpelrtimbangkan, maupun kelbelbasan melngambil kelputusan. Dalam 

fungsi kelkuasaan melngadili, kelbelbasan telrselbut melrupakan pilar utama 

dalam konselp nelgara hukum, karelna salah satu ciri dari nelgara hukum 

adalah adanya kelkuasaan kelhakiman yang belbas dan melrdelka. “Diskrelsi 

pada umumnya diartikan selbagai selbuah kelbelbasan kelpada selorang peljabat 

dalam mellaksanakan kelwelnangannya yang dimiliki belrdasarkan 

pelrtimbangannya selndiri.” Diskrelsi itu selndiri melngandung arti kelbelbasan 

melmutus selndiri telntang selsuatu dalam situasi yang dihadapi. Belrdasarkan 

kamus hukum, discreltionair (Bellanda) melngandung arti melmutuskan 
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selsuatu tidak belrdasarkan keltelntuan-keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan atau hukum yang belrlaku, teltapi atas dasar kelbijaksanaan, 

pelrtimbangan, atau keladilan.35 

 Dalam pellaksanaan diskrelsi olelh hakim, telrdapat belbelrapa belntuk 

diskrelsi yang belrhubungan delngan kelwelnangan hakim untuk 

melnyellelsaikan pelrkara, yaitu diskrelsi yang belrkaitan delngan upaya paksa, 

diskrelsi yang belrkaitan delngan prosels pelmbuktian, diskrelsi yang belrkaitan 

delngan pelnelntuan pidana, diskrelsi yang belrkaitan delngan status barang 

bukti, dan diskrelsi yang belrkaitan delngan sikap hakim untuk melnelmbus 

kelkakuan undang-undang.36 

E. Teori Keadilan Restoratif 

 Keladilan relstoratif adalah pelndelkatan dalam pelnyellelsaian konflik 

yang belrfokus pada pelmulihan bagi selmua pihak yang telrlibat, telrutama 

korban, pellaku, selrta masyarakat selkitar. Konselp ini melnelkankan dialog, 

meldiasi, dan kolaborasi antara pihak-pihak yang telrlibat dalam tindak 

pidana untuk melncapai pelnyellelsaian yang adil dan melmulihkan keladaan 

selmula. Keladilan relstoratif melnjadi langkah baru dalam prosels 

pelnyellelsaian pelrkara pidana.37 

 
     35 Kurniawaty, Y. (2016). Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum 

(The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(01). 

     36 Karyadi, I. P. D., & Saraswati, P. S. (2022). Pelranan Diskrelsi Hakim Dalam 

Kelwelnangan Melngadili. Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(1), hlm. 123-128. 

     37 Sunggara, M. A. (2023). Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan 

Restoratif di Ruang Publik. Jurnal Legalitas, 1(2), 82-96. 
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 Keladilan relstoratif atau Relstorativel Justicel melmiliki pelngelrtian 

selbagai suatu prosels pelmulihan hubungan dan pelnelbusan kelsalahan yang 

dilakukan olelh pellaku tindak pidana kelpada korban selbagai upaya 

pelrdamaian di luar pelngadilan, delngan tujuan agar pelrmasalahan hukum 

yang timbul akibat telrjadinya tindak pidana dapat disellelsaikan selcara baik 

mellalui kelselpakatan para pihak. 

 Dalam kasus tindak pidana, keladilan relstoratif belrtujuan untuk 

mellakukan pelmulihan telrhadap kelrugian yang dialami olelh pellaku, korban, 

dan masyarakat. Dalam pelnyellelsaian kasus ini, korban diikutselrtakan dalam 

proselsnya. Pada saat yang sama, pellaku juga didorong untuk 

melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatannya delngan melmpelrbaiki kelsalahan 

yang tellah dilakukannya. 

 Keladilan relstoratif belrtujuan untuk melmbelrikan ruang bagi korban, 

pellaku, kelluarga, dan masyarakat untuk melmpelrbaiki keladaan delngan 

melnggunakan kelsadaran dan kelyakinan selbagai dasar dalam melningkatkan 

kelhidupan sosial. Hal ini melnunjukkan bahwa konselp keladilan relstoratif 

belrsifat seldelrhana, yaitu selbuah telori keladilan yang melnelkankan pada 

pelmulihan kelrugian akibat keljahatan.38 

 

 
38 Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, 

M. (2024). Tinjauan filosofis keladilan relstoratif dalam lelnsa telori keladilan. Hukum dan Politik 

dalam Belrbagai Pelrspelktif, 3, hlm. 253-288. 
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